PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 47 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN PELAYANAN

DI MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN BARITO KUALA

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

. bahwa untuk memberikan pelayanan yang lebih mudah, cepat,

aman dan nyaman di Mal Pelayanan Publik, maka perlu diatur
mekanisme penyelenggaraan pelayanan di Mal Pelayanan Publik
Kabupaten Barito Kuala.

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a konsideran ini, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito
Kuala.

. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan

Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara
Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 352)
sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;

. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679) ;

. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5038) ;



5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) ;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012
tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5357);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik Dengan Partisipasi Masyarakat ;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Nomor 23 Tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik ;

9. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kewenangan

Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten
Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BARITO KUALA TENTANG PEDOMAN UMUM

PENYELENGGARAAN PELAYANAN DI MAL PELAYANAN PUBLIK
KABUPATEN BARITO KUALA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.

Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut MPP adalah tempat
berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas
barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi
pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah, serta pelayanan terpadu baik
pusat maupun daerah, serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha
Milik Daerah/swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah,
terjangkau, aman dan nyaman.

Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka
pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan
administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah
instansi pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, meliputi
Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah,
Kecamatan dan Kelurahan dan unit kerja yang bertugas menyelenggarakan
pelayanan publik yang berhubungan langsung dengan pengguna layanan.



4.

Pelayanan Terpadu Satu Atap adalah pola pelayanan terpadu satu atap
diselenggarakan dalam satu tempat yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang
tidak mempunyai keterkaitan proses dan dilayani melalui berbagai pintu.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah pola pelayanan terpadu satu pintu
diselenggarakan dalam satu tempat yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang
mempunyai keterkaitan proses dan dilayani melalui satu pintu

BAB II
TUJUAN DAN PRINSIP

Bagian Pertama
Tujuan

Pasal 3

Tujuan dibentuknya MPP untuk :

a.

b.

memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan dan
kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan ; dan

meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di
Kabupaten Barito Kuala ;

Bagian Pertama

Prinsip
Pasal 4

MPP dilaksanakan dengan prinsip :

a. keterpaduan ;

b. berdaya guna ;

c. koordinasi ;

d. akuntabilitas ;

e. aksesibilitas; dan

f. kenyamanan.

BAB III
PENYELENGGARAAN PELAYANAN
Pasal 5

(1) MPP diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas
dan fungsi di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

(2) Ruang lingkup MPP meliputi seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang
menjadi kewenangan pemerintah pusat dan daerah serta pelayanan Badan Usaha
Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah.

(3) Bergabungnya pelayanan yang diselenggarakan oleh instansi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) didasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam Nota
Kesepahaman.



(4) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditindaklanjuti dengan
Perjanjian Kerja Sama para pihak dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan
sumberdaya, termasuk penggunaan ruangan dalam gedung dan sarana
prasarana/fasilitas.

(5) Penggunaan dan pemanfaatan ruangan dalam gedung dan sarana prasarana/
fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(6) Pembinaan Sumber Daya Manusia Aparatur MPP dilakukan oleh masing-masing
instansi yang memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 6

(1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyediakan gedung dan sarana
prasarana/fasilitas.

(2) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertanggung jawab atas
pemeliharaan dan perawatan gedung dan sarana prasarana/fasilitas.

(3) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menetapkan ketentuan dan
tata tertib yang harus dipatuhi oleh pihak-pihak yang tergabung dalam MPP.

(4) Para pihak yang tergabung dalam MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dapat melakukan publikasi kepada masyarakat pengguna layanan dalam rangka
pemanfaatan MPP.

Pasal 7
(1) Waktu pelayanan di MPP dilaksanakan sesuai hari dan jam kerja Pemerintah
Kabupaten Barito Kuala, yaitu selama 5 (lima) hari kerja.
(2) Pengaturan waktu pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
a. Hari Senin s.d. Kamis, pukul 08.00 s.d. 16.00 WITA, waktu istirahat pukul
12.00 s.d. 13.00 WITA.

b. Hari Jum’at, pukul 08.00 s.d. 11.00 WITA, waktu istirahat tidak ada.



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
Pada tanggal 3! Desember 207

Diundangkan di Marabah§
Pada tanggal %' Desember
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; H. SUPRIYONO

“BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2018 NOMOR 78



